KEPALA DESA BANYUURIP
PERATURAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

KEPALA DESA BANYUURIP

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan
Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu
menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala
Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Banyuurip Kecamatan UjungpangkahTahun Anggaran
2025;

Undang wundang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
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Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian
Dana Desa di setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka
Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 593);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
tertinggal Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
1151);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun
201 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10
Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik
Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa, Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 97;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kab.Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025
Nomor 14);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan
Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2025 Nomor 17);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2025 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik
Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 18);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 tentang
Pedoman dan Standart Biaya Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2025 Nomor 104);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
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(Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 3);
Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2029 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025
Nomor 3);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran
Desa Banyuurip Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB-DESA )

Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 52.486.871,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.346.511.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp. 409.849.565,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.808.847.436,00
2. Belanja Desa
a. Bldanf';r Penyelenggaraan Rp. 1.293.363.980,51
Pemerintahan Desa
b. Bidang Pelaksanaan Rp. 293.402.300,00
Pembangunan Desa
. Bidang Pembinaan Rp. 64.062.500,00
Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Rp. 210.246.250,00
Masyarakat Desa
. Bldang Penanggulangan Rp 39600000,00
Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa
Jumlah Belanja Rp. 1.900.675.030,51
Surplus/ Defisit Rp. (91.827.594,51)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 91.827.594,51
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 91.827.594,51

&isa Lebih /(Kurang) Perhitungan
nggaran

Rp.

0,00

2



Diundangkan di
Pada tanggal

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang
disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana
Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa Banyuurip.

_~Ditetapkan di : Desa Banyuurip
\ Pada tanggal : 31 Desember 2025
'/ _KEPALA DESA BANYUURIP

e

] KEPAL

: Desa Banyuurip
: 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID

BERITA DESA BANYUURIP TAHUN 2025 NOMOR 4




